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Lampiran 1
PANDUAN WAWANCARA

Panduan Wawancara bersifat transparan dan tanpa ada paksaan dari pihak
manapun. Informan dipersilahkan untuk menyampaikan data maupun informasi,
informasi yang disampaikan terkait Implementasi Permendes Nomor 8 Tahun 2022.

Selanjutnya informasi yang tersampaikan direkam dan dikelola.

Informan Kunci

Pertanyaan Informan

Komuikasi :

1. Bagaimana pemerintah desa membuat
kebijakan dalam menginformasikan
mengenai arah dan tujuan dari
implementasi permendes nomor 8
tahun 20227

2. Bagaimana komunikasi yang
dibangun antara pemerintah desa dan SAUBAN HASIBUAN S.Pd.I

masyarakat dalam program Kepala Desa Singkuang 1T

pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat? Seberapa efektitkah
komunikasi tersebut?

3. Menurut Bapak apakah terjadi
hambatan  dalam  berkomunikasi
antara  pemerintah  desa  dan
masyarakat? Bagaimana mengatasi
hambatan tersebut?

4. Bagaimana rencana pelaksanaan
pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat yang dibuat  oleh

pemerintah desa?

74



75

Program apa sajakah yang akan dibuat
pemerintah desa baik itu dari segi
pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat?

Sumber Daya :

1.

Menurut Bapak apakah sumber daya
(personil anggaran fasilitas dll) dalam
proses  implementasi  permendes
nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas

penggunaan dana desa  sudah

memadai?
Bagaimana pemerintah desa
mengalokasikan pemberdaya

anggaran untuk mendukung program
pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat, mengingat keterbatasan
anggaran yang bisa mempengaruhi
efektivitas program ?

Darimanakah sumber dana yang akan
dipergunakan untuk program

pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat?
Disposisi :
1. Apakah masyarakat mendukung

penuh dengan adanya implementasi
program pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat di desa

singkuang I1?
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2. Bagaimana komitmen pemerintah
desa dalam mengimplementasikan
program tersebut?

3. Apakah terdapat hambatan yang

ditemukan dalam
mengimplementasikan program
tersebut?

4. Bagaimana sikap pemerintah desa
dan masyarakat terhadap
implementasi program tersebut?

5. Bagaimana pengawasan dan
pengendalian  kebijakan terhadap
implementasi program tersebut?

Struktur Birokrasi :

1. Bagaimana dengan  pembagian
kewenangan dan tanggung jawab
antar program yang dibuat?

2. Bagaimana hasil adanya implementasi
program pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat?

3. Bagaimana cara pengambilan
keputusan  terkait  implementasi
program pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat.

4. Apakah masyarakat dilibatkan dalam
setiap pengambilan keputusan dan

pelaksanaan program tersebut?

Informan Utama

Pertanyaan

Informan
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. Bagaimana komunikasi yang

dibangun pemerintah desa dengan

masyarakat dalam mengambil
keputusan?
. Apakah pemerintah memang

menyampaikan kepada masyakat
terkait dengan permendes nomor 8

tahun 20227

DANDI SYAHPUTRA S.Psi

Masyarakat Desa Singkuang 11

. Apakah saudara tau apa itu permendes
nomor 8§ tahun 20227

. Apakah masyarakat memang
mendukung semua program yang

dibuat oleh pemerintah desa?

SUHANDRI HARAHAP

Masyarakat Desa Singkuang 11

Pada saat sebelum dilakukannya

pembangunan  apakah  dilakukan
musyawarah desa?

. Apa bentuk kontribusi yang diberikan
masyarakat dalam upaya mendukung
program pembangunan desa?

. Apakah Bapak tau apa itu permendes
nomor 8§ tahun 2022 itu? Apakah ada
penjelasan dari pemerintah desa

terkait itu?

JANWIR LUBIS

Masyarakat Desa Singkuang 11

Informan Pendukung

. Apakah  program pemberdayaan

masyarakat yang ada sejauh ini
memberikan

dampak  terhadap

kesejahteraan masyarakat desa?
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. Apakah masyarakat puas dengan
kebijakan yang dibuat pemerintah
desa  terkait dengan  program
pemberdayaan masyarakat?

. Apakah pemerintah melibatkan ibu-
ibu dalam mensukseskan program

dari pemerintah desa?

RESNI
Masyarakat Desa Singkuang 11

. Apakah menurut Ibu program BLT
yang dibuat pemerintah desa sudah
tepat sasaran?

. Apakah Ibu tau apa itu permendes

nomor 8 tahun 2022?

ELLI
Masyarakat Desa Singkuang 11

. Bagaimana  respon  masyarakat

terhadap pemberdayaan yang
diberikan oleh pemerintah desa

kepada masyarakat?

. Apakah  program pemberdayaan
menghasilkan ~ perubahan  dalam
masyarakat?

. Apakah Ibu tau apa itu permendes

nomor 8 tahun 20227

EPA SIREGAR

Masyarakat Desa Singkuang 11

. Apakah tanggapan Ibu terkait dengan
program BUMDes yang tidak
berjalan sampai sekarang?
. Apakah  bibit yang diberikan
pemerintah desa terhadap masyarakat
sudah terealisasi secara menyeluruh?

. Apakah Ibu tau apa itu Permendes

nomor 8 tahun 20227

ISMA
Masyarakat Desa Singkuang I1
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Lampiran 2

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1.Bangunan Gedung Serbaguna Desa Singkuang 11
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PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

KECAMATAN MUARA BATANG GAD
DESA PASAR SINGKUANG |

KEGIATAN
LOKASI
VOLUME
BIAYA
SUMEBE
PELAK

Gambar.2 Anggaran Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Singkuang I1
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Gambar.3 Pembangunan jalan di Desa Singkuang I1
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Gambar.6 Wawancara Bapak Kepala Desa (Bapak Sauban Hasibuan S.Pd.I)
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Gambar.7 Wawancara Masyarakat Desa Singkuang Il (Sdra.Suhandri Harahap)
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Gambar.8 Wawancara Masyarakat Desa Singkuang Il (Sdra.Dandi Syahputra S.Psi)



Gambar.9 Wawancara Masyarakat Desa Singkuang Il (Bapak Janwir Lubis)
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Gambar.10 Wawancara Masyarakat Desa Singkuang Il (Ibu Isma
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Gambar.11 Wawancara Ketua perwiritan kaum ibu Desa Singkuang Il (Ibu Resni)
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Gambar.12 Wawancara Masyarakat Desa Singkuang Il (Ibu Epa Siregar)



Gambar.13 Wawancara Masyarakat Desa Singkuang Il (1bu Elli)
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Gambar. 14 Bantuan Sosial Masyarakat Desa Singkuang 11
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Gambar. 15 Bantuan Sosial Masyarakat Desa Singkuang 11



Gambar. 16 Penerimaan Bibit Duku dan Mangga Desa Singkuang 11
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Gambar. 17 Penerimaan Bibit Duku dan Mangga Desa Singkuang |
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Lampiran 3
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SURAT PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. SM. Raja - Teladan Medan 20217

T Kepada Yth - Bay

- 30£1.037X2023 Medan, 05 Rabiul Akhir 144581
- 20 Oktober 2023M
: Izin Penclitian

Banil'hu l\crnla Desa & ﬁmﬁuang T Kecamatan Muara Batang Gdis
Mandailing Natal

Assalamu’alaikum Wr.Wb/

Dengan Hormat,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan IImu Politik Universi Islam S Utara

(Fisip UISU) Medan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sholahuddin

Tpt Tgl Dan Lahir - Singkuang, 3 April 2001

NPM : 71200611028

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Adalah benar Mahasiswa FISIP UISU Me&n ya.ng akan melaksanakan

Penclitian  Skripsi berjudul - N 8 Tahun 2022

TmhnanmusPcngglmaanDanaD&DleaSmngngHKecamam - ==
Batang Gadis Kabup Mandailing Natal”’Untuk  itu mohon kiranya

kepada Bapak bcrlcnan membcnkan izin peneliian kepada Mahasiswa
kami tersebutr

Demikian hal ini kami paikan atas kerj diucapkan terima kasih.

Dipindai dengan CamScanner
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Lampiran 4

SURAT BALASAN RISET

~THARR\

&

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
DESA PASAR SINGKUANG I_

SURAT KETERANGAN
Nomor : 423 4/067/KD/11/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Pasar Singkuang 11, Kecamatan Muara Batang

Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Symatera Utara angkan bahwa:
Nama : SOLAHUDDIN

NPM : 71200611028

Tempat, Tgl. Lahir : Singkuang, 03 April 2001

Program Studi : llmu Administrasi Negara

Benar-benar telah melakukan Penelitian Skripsi mulai tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan
tanggal 16 Februari 2024 di Desa Pasar Singkuang II, Kecamatan Muara Batang Gadis,
Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan judul : “Implementasi Permendes
No.8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Pasar Singkuang 11
Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal”.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ekhiang I1, 17 Februari 2024
asar Singkuang 11

Dipindai dengan CamScanner



Lampiran 5

TINJAUAN LITERATUR

SALINAN

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023

MENTERI DESA,

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

2023;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

8. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 192);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Desa Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
823);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

I

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal wusul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Dana Desa adalah bagian dari dana transfer ke daerah
yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk
mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat,
dan kemasyarakatan.

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak
yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa
Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan
perkembangan kehidupan masyarakat.

Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif
dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena
perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara badan permusyawaratan
Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah
dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1Z.

18.

19.

20.

21.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan
pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP
Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program
dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan
daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan
Dana Desa.

Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan
masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal,
yang bersifat produktif dengan mengutamakan
pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi
lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan,
mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang
adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam
yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan
korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi,
kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan
pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang
bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima
manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai
dengan kriteria yang ditetapkan dalam peratuan
perundang-undangan.

Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya
disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan
Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan.

Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional
yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas melakukan
pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten
dan provinsi.

Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan
daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah
tertinggal, dan transmigrasi.
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Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur:

a.
b.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023; dan
pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa
tahun 2023.

Pasal 3

Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk

memberi acuan bagi:

a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam
melaksanakan pemantauan, evaluasi, pendampingan
masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas
Penggunaan Dana Desa;

b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah
Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa serta pemantauan
dan evaluasi status perkembangan Desa; dan

ci Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas
Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan perencanaan
pembangunan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:

kemanusiaan;

keadilan;

kebhinekaan;

keseimbangan alam;

kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan

Desa; dan

sesuai dengan kondisi obyektif Desa.

Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

=

)

a. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
b. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
c. publikasi dan pelaporan; dan
d. pembinaan.
Pasal 4

Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa
Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
b dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam
pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2023.

Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa
Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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(1)

(2)

(1)

(2

3)

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5
Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa
berdasarkan kewenangan Desa.
Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian
tujuan SDGs Desa meliputi:
a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan
Desa;
b.  program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
dan
c.  mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi

nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

a. pendirian, pengembangan, dan  peningkatan
kapasitas  pengelolaan badan usaha milik
Desa/badan usaha milik Desa bersama;

b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang
diutamakan dikelola oleh badan usaha milik
Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan

c. pengembangan Desa wisata.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional

sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan

pendataan perkembangan desa melalui indeks desa

membangun;

ketahanan pangan nabati dan hewani;

pencegahan dan penurunan stunting;

peningkatan kualitas sumber daya manusia warga

desa;

e. peningkatkan keterlibatan masyarakat secara
menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa;

f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai
kewenangan Desa;
dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 %
(tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;

h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan
ekstrem; dan

i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk
mendukung percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem.

Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan

bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf

c meliputi:

a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan

aoo
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(4)

b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

(1)

(2)
(€

(1)

(2)

3)

(4)

(1)

(2)

(1)
(2)

Pasal 7
Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibahas, disepakati, dan
ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP
Desa.
Hasil Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam berita acara.
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan
perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang
mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 8
Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui swakelola
dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja
paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan
Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 9

Dana Desa yang digunakan untuk mendanai
pengembangan kapasitas warga Desa dilakukan melalui
swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama
antardesa.

Kerja sama antardesa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh badan kerja sama antardesa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa.
Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan

Prioritas Penggunaan Dana Desa;
b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
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@)

(1)
(2)

@)

(1)
(2)

3)

(4)

(1)

c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa
ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa;
atau

d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas
Penggunaan Dana Desa.

Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan

masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana

Desa.

Pasal 11

Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP

Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disusun berdasarkan:

a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data
SDGs Desa;

b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data
perkembangan desa melalui indeks desa
membangun; dan

c. aspirasi masyarakat Desa.

RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman

dalam penyusunan APB Desa.

BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 12
Pemerintah Desa harus mempublikasikan Prioritas
Penggunaan Dana Desa.
Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan
Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan
permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan
dan/atau tertulis kepada Pemerintah Desa dengan
tembusan kepada Bupati/Wali Kota.
Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. hasil Musyawarah Desa; dan
b. data Desa, peta potensi dan sumber daya
pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP
Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen
APB Desa.
Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi
kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 13
Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh
masyarakat Desa.
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Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

Bagian kedua
Pelaporan

Pasal 14
Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dalam bentuk dokumen digital
menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh
Kementerian.
Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital,
Kepala Desa dapat menyampaikan laporan Prioritas
Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi
oleh Tenaga Pendamping Profesional.
Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa
ditetapkan.

BABV
PEMBINAAN

Pasal 15
Menteri melakukan pembinaan melalui sosialisasi,
pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana
Desa secara nasional melalui sistem informasi Desa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan
melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas
Penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dibantu oleh Perangkat Daerah dan/atau Tenaga
Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah Pusat,
Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pengelolaan keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana
Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan
keuangan Desa.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2022

MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,

DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 960

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum

—ﬂ_..'.
- 7
Teguh
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